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BUPATI LAHAT

Menimbang

hMengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 03 TAHUN 2316

TENTANG
PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMNJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

640/KPTS/BPKAD/2016  tentang  Evaluasi  Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lahat tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurut a,

Perubahan APBD Kabupaten Lahat Tahur Anggaran 2016

perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daereh Tingkat 1l dan Kotapraja di Sumatera Sela'an
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara R Nomor 1821} ;



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Eersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-undang  Nomor 1  Tahun 2004 tentany
Pembendaharaan Negara (Lambaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan |.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l.embaran Negara
Rooublik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)



8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Reptjblik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembarzn Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Rl Tahun 2015 Nomor 58);

11.Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Fimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nerior 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2007
Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Bacan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012; |

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan: Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambnahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pangelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomoy 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar, Pelayanan Miniivial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negar:i Republik Indonesia Nomor 4585);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 *entang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pémerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4614);

21 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjamari
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

99 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 201€;

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Periubahan Kedua Atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan scsial yang
bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;



26. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun 2012 Nomor 10);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Deerah Kabupaten Lahat
Tahun 2011 Nomor 03);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2011
tentang Retribusi Daeral: (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2011 Nomor 04);

29. Peraturan Dasrah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten
Lahat Tahun Anggaran 2016;

30.Peraturan Bupati Lahat Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Bupati Lahat
Nomor 13 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TENTANG

PERUBAHAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjum!an

Rp 1.983.841.570.835,00 bertambah sejumlah Rp 39.771.513.001,00 sehingga menjadi
Rp 2.023.613.083.836,00 dengan rincian sebagai berikut :



1. Pendapatan Daerah

Rp 1.823.164.800.719,00

a. Semula

b. Bertambah /(berkurang) Rp 45.372.380.018,39
Jumlah Pendapatan setelah Rp 1.868.537.180.737,39
perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 1.978.841.570.835,00

b. Bertambah /(berkurang) Rp 34.137.724.001,00
Jumlah  Belanja  setelah Rp 2.012.979.294.836,00
perubahan

Surplus/(Defisit)  setelah Rp (144.442,114.098,61)
perubahan
3. Pembiayaan Daerah

a) Fenerimaan
1. Semula Rp  160.676.70.116,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp . (5.600.867.017,39)
Jumiah Penerimaan  Rp 155.075.903.098,61
Pembiayaan setelah N
perubahan

b) Pengeluaran
1. Semula Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 9.633.789.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp 10.633.7879.000,00

setelah perubahan



Jumlah Pembiayaan Netto Rp

setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan  Rp

anggaran setelah
perubahan
Pasal 2

144.442.114.098,61

0,00

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1,
2.

Semula

Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Deerah setelah
Perubahan

0. Dana Perimbangan

1
2

Semula

Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah
Perubahan

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1.
2

Semula

Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana L=in-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah setelah Perubahan

Rp  97.733.313.403,00
Rp = 85.535.464.357,39
Rp 163.268.777.760,39
Rp 1.295.446.594.316,00
Rp (187.927.235.939,00)
Rp 1.107.519.358.377,00
Rp  429.984.393.000,00
Rp  147.764.151.600,00

Rp 577.749.044.600,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan : )

a. Pajak Daerah

1.
2.

Semula
Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah

1.
2.

Semula

Bertambah/(berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah
Perubahan A

Rp  34.141.273.403,00

Rp  50.934.312.371,59
Rp  85.075.585.774,59

Rp  6.000.000.000,00

Rp 280.888.000,00
Rp £.280.888.000,00



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp 5.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Ro 5.619.078.443,74
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan Rp 11.119.078.443,74

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp  52.092.040.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp  28.701.185.542,06
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ~
Yang Sah setelah Perubahan Rp 30.793.225.542,06

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil
1. Semula Rp 484.673.441.316,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (194.638.540.939,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp  220.034.900.377,00
b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp 703.887.513.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Dana £'okasi Umum setelah h
Perubahan Rp  703.887.513.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp  106.885 640.000,00

2. Bertambah/(rerkurang) Rp 6.711.305.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah v
Perubahan Rp  113.596.945.000,00

Lain-lain Pendapatar Daerah Yang Sah sebageimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp  5.633.739.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp £.633.789.000,00




b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintali Daerah Lainnya
1. Semula Rp  16.000.€24.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp  (6.540.084.400,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah
Perubahan Rp 9.460.539.600,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp  408.590.029.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 64.614.687.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan Rp  473.204.716.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp 5.394.240.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 84.055.760.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah
Perubahan Rp 89.450.000.000,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;
a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp 1.072.108.391.855,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (46.9-\7.9.2-78.006,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan Rp 1.025.129.113.849,00

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp  906.733.178.980,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp  81.117.002.007,00
Jumlah Belanja Langsung setelah
Perubahan Rp  987.850.180.987,00



(2).

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

helanja :
a. Belanja Pegawali
1. Semula . Rp  795.471.267.756,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp  (52.676.790.703,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp  742.795.077.053,00
b. Belanja Hibah
1. Semula Rp 8.757.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 4.952.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 13.709.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp 1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
Perubahan Rp 1.000.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1. Semula Rp 4.014.127.341,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
setelah Perubahan Rp 4.014.127.341,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa

dan Partai Politik

1. Semula Rp  261.615.996.758,00

2. Bertambah/(Lerkurang) Rp ) 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa

dan Partai Politik setelah Perubahan Rp 261.615.996.758,00
Belanja Tidak Terduga
1. Semula 7 Rp 1.250.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) | Rp /44.912.697,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
Perubahan A Rp 1.994.912.697,00



. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b terdiri daeri jenis

belanja :

a. Belanja Pegawai
1. Semula ‘ Rp 14.864.984.600,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (3.039.574.875,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahai Rp 11.775.402.725,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp  457.873.508.983,00

2. Bertambah/(berkurang’ Rp  57.330.581.132,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan Rp  515.264.090.115,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp  433.994.685.397,00

2. Bertambah/(berkurang Rp  26.825.995.750,00
Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan Rp  460.820.681.147,00

Pasal 4

. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp  160.676.770.116,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (5.600.867.017,39)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah
Perubahan Rp 155.075.903.098,61

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp 5.000.000.000,00

2. Bertambahl/(herkurang) Rp  5.633.789.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah -
Perubahan Rp  10.633.789.000,00

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
1. Semula Rp 128.810.724.217,73
2. Bertambah/(berkurang) Rp  (42.349.171.647,39)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah
Perubahan " Rp 8596155257034




b. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula Rp 31.866.045.898,27

2. Bertambah/(berkurang) ' Rp 37.248.304.630,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah
Perubahan Rp 69.114.350.528,27

(3). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri davi
jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 5.633.789.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 10.633.789.000,00
Pasal 5

lraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

.erpisahkan dari peraturan daerah, terdiri dari :

1. Lampiran | Rinnkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran li Pingkasan Perubahan APBD menurut Urusen Pemerintahan
, Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran Il Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Perrbiayaan;

4. Lampiran IV Pekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintzhan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5 LampiranV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah:

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

/. Lampiran VIl Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

8. Lampiran IX  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

\

Pasal 6.....



Pasal 6

(1) Dalam Keadaan darurat dan untuk keperluan mendesak, dapat dilakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

'3) Krteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup :

a. Progrem dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menirabulkan kerugian

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaar.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah iri

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lahat
Pada Tanggal 25 Oktover 2016

BUPAPIL T}?T

H.SATEUDIN ASWARI RIVA’I

Diundang i Lahat

Fada Tanggal 28 Oktober 2016
SEKRETARIS DAE BUPATEN LAHAT,

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN ; (3/LAHAT/2016)



